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PUTUSAN
Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada
tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:
LIZA APRIANI NASUTION, bertempat tinggal di Perumahan
Duta Bintaro, Blok F1, Nomor 1, RT001/RWO010, Kelurahan
Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi
Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jales Purba, S.H.
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Perhimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI),
beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 4, SX-TX, Kebon
Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 Maret 2024;
Pemohon Kasasi;
Lawan
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, berkedudukan di
Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh
Irfan Setiaputra, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Frederikson Simarmata, S.H., M.H. dan kawan-
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Simarmata & Co,
beralamat di Graha Hobi Lt.3, Jalan Kemang |, Nomor 11,
Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;
Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
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1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melanggar PKB 2018/2020 Pasal 49 butir g

yang sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja;

3. Menyatakan hubungan kerja Tergugat diputuskan sesuai Pasal 66 PKB
2018/2020;

4. Menyatakan “putus” hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat
terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum;

5. Menyatakan Tergugat berhak menerima kompensasi pemutusan
hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja
dan uang penggantian hak sejumlah Rp87.640.194,00 (delapan puluh
tujuh juta enam ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat
rupiah);

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
walaupun ada upaya hukum kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Subsidair, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur
dan tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor
87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg., tanggal 26 Februari 2024, yang amarnya
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus

sejak putusan ini dibacakan yaitu tanggal 26 Februari 2024;
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3. Menghukum Penggugat membayar hak Tergugat atas pengakhiran

hubungan kerjanya sejumlah Rp97.950.805,00 (sembilan puluh tujuh juta
sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima rupiah) dengan
perincian sebagai berikut:
Masa Kerja : 8 November 2010 s.d. 16 Februari 2024 (13 tahun lebih)
- Uang Pesangon

0,5 x 9 x Rp10.310.611,00 = Rp46.397.750,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja

1 x5xRpl10.310.611,00 = Rp51.553.055,00

Total = Rp97.950.805,00

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp149.500,00
(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Serang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Februari 2024 kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 diajukan
permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari
Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/Pdt.Sus-PHI/2024/PN
Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 21 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam

perkara a quo;
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2. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

dalam perkara a quo;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Serang Nomor: 87/Pdt-Sus-PHI/2023/PN Srg., tertanggal 26
Februari 2024;

Untuk selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan putusan dengan

amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2018/2020 yang
telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: 156/PHIJSK-
PK/PKB/IX/2020 adalah tidak berlaku dan/atau telah berakhir;

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh
Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah tidak sah secara
hukum;

4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh
Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi bertentangan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar Hak Asasi Manusia
(HAM);

5. Menyatakan bahwa hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon
Kasasi tetap berlanjut;

6. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan
Termohon Kasasi tidak pernah putus Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK);

7. Menyatakan Termohon Kasasi agar melakukan pemulihan/rehabilitasi
terhadap nama baik Pemohon Kasasi terhitung sejak putusan perkara a
quo; dan

8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua ongkos dan
biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami

mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
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mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2024 dan kontra
memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2024 dihubungkan dengan
pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan
pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat
oleh karena Tergugat telah melakukan kesalahan yang dapat diancam
dengan pidana dimana dalam pemeriksaan Tergugat mengakui
perbuatan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja, Tergugat berhak atas kompensasi pemutusan
hubungan kerja sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh
Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi: LIZA APRIANI NASUTION tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di
bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang,

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
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Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor
3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LIZA APRIANI
NASUTION tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko
Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek
Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001
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